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Abstrak
 

Penelitian ini memiliki fokus pada implementasi kebijakan layanan informasi yang dikeluarkan oleh Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sebagai pemegang kebijakan yang tertinggi dalam

organisasi Lembaga Pemasyarakatan. Latar belakang dipilihnya penelitian ini berangkat dari semaraknya

pemberitaan di media massa dan elektronik yang mengangkat tentang buruknya pelayanan petugas

pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.

 

Sebagai upaya mewujudkan Program BUTERPAS yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan HAM

RI, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta membuat kebijakan penyelenggaraan layanan

informasi melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor :

W7.Es.KP.07.05-1742 Tahun 2009. Kebijakan ini merupakan bukti dari keseriusan Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta untuk memperbaiki citra petugas pemasyarakatan dimata

masyarakat dan narapidana melalui usaha memberikan layzman informasi yang ramah, terbuka, transparan

dan akurat.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan informasi pada dasarnya sudah

dilakukan dengan baik namun masih belum terlihat hasil yang optimal. Hal ini dengan ditemukannya

beberapa hambatan dari faktor komunikasi yaitu isi kebijakan, prosedur dan aturan dalam kebijakan layanan

informasi belum tersosialisasikan dengan baik ke petugas implementor maupun kelompok sasaran kebijakan

(narapidana dan masyarakat), sehingga terjadi ketidakjelasan. Faktor sumber daya yakni jumlah petugas tim

layanan informasi yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, fasilitas ruang layanan yang kurang

nyaman dan data yang kurang up to date. Kemudian dari faktor Kecenderungan atau sikap dari petugas

pelaksana yang memandang bahwa tugas memberikan layanan informasi hanya sebagai suatu kewajiban

tanpa diikuti oleh komitmen dan motivasi untuk mcmperbaiki kinerjanya. Dan terakhir dari faktor struktur

birokrasi yakni lemahnya pengawasan dari atasan atau pimpinan sebagai perumus kebijakan dalam

menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dilapangan sehingga terjadi kelonggaran dalam

pelaksanaan dilapangan.

 

Merujuk dari basih penelitian yang telah dilakukan, maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Narkotika Jakarta terutama para pejabat struktural sebagai pemengang kebijakan perlu segera melakukan

sosialisasi yang tersturktur dan berkesinambungan agar tidak lagi terjadi perbedaan persepsi dan tindakan

petugas pelaksana dilapangan. Selain itu untuk meningkatan pengetahuan dan skills serta motivasi para

petugas tim layanan perlu dilakukan pelatihan teknis serta penerapan sistem reward and punishment agar

tercipta tampilan kerja yang profesional dan terukur.
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......This study is focusing on the implementation of information service policy issued by The Head of

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta as a supreme policy maker in prison organization.

This study chosen based on the growing news from medias both paper and electronic about the bad services

of information given by prison officers as they undergoing their jobs and functions.

 

In order to bring BUTERPAS program into reality which is issued by Minister of Law and Human Right,

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta make policy of information service based on Surat

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.KP.07.05-1742

Tahun 2009. This policy become a proof for Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta to

rehabilitate the image of prison officers very seriously in society and inmates through efforts by giving

information service in hospitable, open, transparent and accurate way.

 

The result of study shows that the implementation of informational service policy basically has been well-

undergone but far from optimal. It is because of still some obstacles appear from communication factor such

as the content of policy, procedures and rules in informational service policy has not yet well-promoted both

to the officers and object of the policy (inmates and society), the unclearness, resources factors that is the

officers are not balance with the inmates, inconvenient room, and not up-to-date data. Factor of tendency or

attitudes of the officers still consider that information service is just an obligation without commitment and

motivation of improvement. The last is birocracy structure which is lack of surveillance from superior or

leader as policy maker in responding fouls done by officers, so lot of the indiscipline in the field.

 

Referring the result of the study, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, especially structural

officers as policy holders need to undergo structured socialization and continue to avoid the differences of

perception and act of an officer in field. Furthermore, to improve knowledge and skills and motivation of the

officers? service team, technical training and reward and punishment is needed to create a professional and

measured work.


